GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DP{N;’H’T‘HU BANTUAN BEASISWA

Menimbang :

Menoingat
o)

DENGAN RAHMAT TUHAI‘;I YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2010 tentang Tugas Belaja:% dan Beasiswa, perlu menetaplan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa
dan/atau Bantuan Bﬂasisv.i'a;

1. Undang-Undang NGII‘IOIl[ 25  Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat.] Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814); ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional [Len;abaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomorn 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa  kali diubah, |terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua atas
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 55%1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679},

5. Peraturan Daerah Nomor |8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas D:aerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
Nomor 2 Seri D) sebagajrr"}ana telah  beberapa lali diubah,
teralkhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan I{etigell atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

F &



Menetapkan

b.
|
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas
Belajar dan Beasiswa (Lgmbaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2010 Nor*mr 4 Seri EJ;
|

MEMUTUSIKAN :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

BEASISWA DAN/ATAU BANTUAN BEASISWA.

BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1|

Dalam Peraturan IE‘:1.1l:u=:rm.1;1ri ini, yang dimaksud dengan ©

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Pemerintah Kabu pa']:;n JKota adalah Pemerintah
Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan

5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan.

6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah  Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

7. Sekolah Menengah Atas [Madrasah Aliyah/Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa [Sekolah Menengah Kejuruan
vang selanjutnya disingkat SMA/MA/SMALB/SMK adalah
sekolah menengah ata&s, baik negeri maupun swasta di

Sumatera Selatan. .

8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di dalam
negeri maupun Perguruan Tinggil di luar negeri tempat
mahasiswa penerima bjintuan beasiswa mengikuti kuliah.

9. Perguruan Tinggl Mitr adalah Perguruan Tinggi Negerl
maupun swasta baik |di dalam negeri maupun di luar
negeri yang mengadakan kesepakatan bersama di bidang
pendidikan dengan Pﬂni;erintah Provinsi Sumatera Selatan.

10. Beasiswa adalah pem; erian berupa bantuan keuangan
yvang diberikan kepadarperorangan yang bertujuan untuk
digunakan demi keFerlangsungan pendidikan  yang
diternpuh. |

11.Bantuan Beasiswa adalah bantuan biaya dan biaya
penunjang untuk kegiatan pendidikan yang diberikan
kepada mahasiswa p%nerima bantuan beasiswa untuk
jenjang Strata Satu {S]i}, Strata Dua (S2) atau Strata Tiga
(23).

12. Guru adalah tenaga IPendidik vang bertugas di satuan
pendidikan baik negeri maupun swasta di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan. |

Vo



s

13. Dosen adalah tenaga pirmdiciik vang bertugas di perguruan
tinggi baik negeri maupun swasta di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan. '

Pasal 2

Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa dimaksudkan untuk
meningkatkan pemerata:n kesempatan bagi mahasiswa
Sumatera Selatan yang perprestasi dengan prioritas yang
berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk
memperoleh kesempatan Emengikuti pendidikan tinggli yang

bermutu. |

Pasal 3

Pemberian Beasiswa dan/latau Bantuan Beasiswa bertujuan

untulk :

a. perluasan dan peme;rataan kesempatan memperoleh
pendidikan pada jcnjani'g pendidikan tinggi bagi mahasiswa
berprestasi dengan prioritas dari keluarga yang tidak
mampu secara ekonomi]

k. percepatan pcningkat%m rata-rata lama  pendidikan
penduduk provinsi; dan;;

¢. percepatan pemenuhan! kebutuhan sumber daya manusia
berkualitas dalam menunjang pembangunan di provin si.

'BAB II
JENIS DAN SASARAN BEASISWA DAN/ATAU
BANTUAN BEASISWA
Pasal 4
Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa 51 dapat diberikan bagi
lulusan terbaik SMH{M&!SM&LE!SMK dengan prioritas

berasal dari keluarga tidak| mampu di Sumatera Selatan.
|

EPa sal 5

Beasiswa dan/atau Bantufan Beasiswa bagi Guru dan Dosen

dapat diberikan kepada : |

a. Guru yang sedang menempuh pendidikan kualfikasi 52
atau 53; !

b. Dosen yang sedang rnf:rqitempuh pendidikan kualifikasi 53.

BAB 111
PERSYARATAN PENEFIMA BEASISWA DAN/ATAU
BANTUAN BEASISWA
.lPasal 5]
Beasiswa dan/atau Bantua’rn Beasiswa S1 bagi lulusan terbaik
pendidikan menengah dapat diberikan kepada lulusan SMA/

MA/SMALB/SMK vang |memenuhi persyaratan sebagai
berikut : '_
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|
a. penduduk dan berdornisili di wilayah provinsi VAIg
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu
Keluarga; !

b. diprioritaskan bagi ye'mg berasal dari keluarga tidak

mampu, dibuktikan |dengan Surat Keterangan dari
Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
¢. nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 rata-
rata = 7,50;
d. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
Mitra Pemerintah Provinsi;

e. bersedia menyelesaik in kuliah tepat waktu sesuai
peraturan yang ditetapkan Perguruan Tinggi;

f. memiliki perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tiap
semester minimal 2,?5;;

. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK] minimal merupakan dasar
penentuan keianjuta!n beasiswa  tahun  anggaran
berkutnya;

h. setelah lulus pendidikan apabila diperlukan siap dan
bersedia mengabdi di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal ¥

(1) Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa 32 dan Jatau S3 bagl
Guru dapat diberikan| kepada pendidik yang mermenuhi
persyaratan sebagai bemkut :

a. berpredikat sebagai  pendidik  berprestasi dan

berdedikasi minimar di tingkat kabupaten/kota yang
lfo

tokopi piagam penghargaan yang
dilegalisir dan/atau memiliki masa kerja minimal 5
tahun vang dibuktikan dengan fotocopy Surat
Penugasan pada Satuan Pendidikan di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan,

b. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk tingkat
strata 2 (S2) dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun
untuk tingkat stratal3 (S3);

¢. mendapat rekomendasi dari Dinas  Pendidikan
Kabupaten/ Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi;

d. telan diterima/terdaftar ~ sebagai ~mahasiswa  di
Perguruan Tinggi di fua_r Provinsi Sumatera Selatan pada
Fakultas/Program %tudi yang terakreditasi minimal B
dan linier dengan prg,ram studi 81 dan/atau 52 yang

dibuktikan dengan

telah dimilikinya;

e. mendapat rekomendasi dari Dekan yang diketahui oleh
Rektor Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

f. tidak sedang atau Eak,an menerima bantuan beasiswa
sejenis dari sumber lain;
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g. perkembangan lndeks Prestasi Kumulatif {IPK) minimal
setiap semester 3,0 (tiga koma nol) sebagai dasar
pertimbangan kelar;jutan pemberian beasiswa ftahun
berikutnya;

h. bersedia melaksanslrLkan studi dengan status tugas
belajar, dimana sur%tt tugas belajarnya diterbitkan oleh
pejabat  yang berl:afenang di  wilayah tupgas pguru
bersangkutan; !

i.  bersedia melanjutka_lp dengan biaya sendiri apabila tidak
selesal dalam waldu i}rang ditetapkan;

1. bersedia tetap mengabdi di Satuan Pendidilan tempat
bertugas semula minimal 5 (lima) tahun,

(2) Kesediaan Sel:ragaimanef dimaksud pada ayat (1) huruf h, i,
dan  huruf j dibuktikan dengan surat pernyataan
bermaterai. |

' Pasal 8

(1) Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa 83 bagl Dosen dapat
diberikan kepada Doser Perguruan Tinggi yvang memenuhi
persyaratan sebagai  berikut :

a. berstatus sebagal Dogen Pegawan Negen Sipil atau Dosen
Tetap Yayasan dengaél masa kerja minimal 5 {lima) tahun
di perguruan tinggli negeri maupun swasta di wilayah
Provinsi; !

b. berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;

c. lolos seleksi dan dit_ierima di perguruan tinggi di luar
provinsi  dengan | Fakultas/Program  Studi yang
terakreditasi minimal B dan linier dengan program studi
S2 yang dimilikinya;

d. mendapat rekomcndaflsi dari Dekan yang diketahui oleh
Rektor Perguruan Ti ogi tempat bertugas;

e. tidak sedang atau rffan menerima  bantuan beasiswa

sejenis dari sumber lain;

f. perkembangan Indeks Prestasi Akademik Kumulatif (IPK]
minimal setiap semester 3,00 (tiga koma nol ) sebagai
dasar pertimbangan kelanjutan pemberian beasiswa
tahun berikutnya;

g. bersedia tetap mengabdi di Perguruan Tinggl tempat
bertugas semula mini@mal 5 (lima) tahun;

h. bersedia melaksana}(an studi dengan status tugas
belajar, dimana suraﬂ; tugas belajarnya diterbitkan ocleh
pejabat yang bemﬁn'ﬁang pada perguruan tinggi tempat
tugas dosen bersangkutan;

i. bersedia melanjutkalj dengan biaya sendiri apabila tidak
selesal dalam waktu }:{ang ditetaplkan.
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(2) Kesediaan sebagaiman:aj dimaksud pada ayat (1) hurutf g, h,
dan  huruf 1 dibukfikan dengan surat pernyataan
bermaterai. '

I
\Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan B asiswa dan/atau Bantuan Beasiswa
bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 harus mendapatkan
persetujuan Gubernur dalam bentuk Keputusan Gubernur.

(2) Gubernur dapat memﬁlerikan rekkomendasi khusus untuk
pemberian  Beasiswa @an;’al‘.au Bantuan Beasiswa bagi
mahasiswa Sumatera Selatan non Pegawali Negeri Sipil,
bukan guru atau doseniyang sedang menempuh jenjang 52,
ataupun S3 pada Perguruan Tinggi dengan [akultas/
program studi terakreditasi minimal B.

BAB 1V
KEWHJ[BAI\;I, HAK DAN SANKSI
_Pasal 10

(1} Penerima Beasiswa clai_nfatau Bantuan Beasiswa diwajib-

kan: I

a. menandatangani perjanjian sebagal penerima Beasiswa
dan/atau Bantuan Heaaiswa ;

b. mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya
sesual ketentuan yalig berlaku;

c. memenuhi  segala | ketentuan yang Tberlaku pada
perguruan tinggi ber!aangkutan;

d. menyampaikan lapofran perkembangan Indeks Prestasi
Kumulatif {IPK]) setia‘jp akhir semester kepada Gubernur
melalui Dinas Pﬁndid]ikan Provinsi;

e. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang
ditentukan; l

f. segera menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti
pendidikan kepada :Gubernur melalul Dinas Pendidikan
Provinsi;

g. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk
mengabdi di wilayah Provinsi apabila  diperlukan,
apabila tidak diperlukan yang bersangkutan tetap wajib

mengabdi di wilay&fh Provinsi sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun.

(2) Laporan perkembaﬂgaﬂ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
sebagaimana dimaksu? pada ayat (1) huruf d, bagi
penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa 51
menjadi kewajiban Pergﬁl,lruan Tinggl Mitra.

|



(1) Penerima

Pas}al 11

Beasiswa

1
| dan/atau Bantuan Beasiswa

mempunyai hak menda'patkan :

.

oo

S5 mooa

(2) Penetapan jenis biaya

biaya pendaftaran ulang dan matrikulasi;
biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan;

biaya buku;
biaya Kuliah Kerja
Lapangan,

Nyata, Penelitian dan Kuliah Kerja

biaya pembuatan laporan/skripsi/thesis/disertasi;

biaya ujian dan wisu,da;

biaya hidup;

. biaya pemondoka_nl apabila kuliah di

domisili;
perjalanan pulang
tempat kuliah; dan

biaya lainnya yang

Bersama dengan Pe

kota bukan
|

pergi dari kota domisih ke kota

telah disetujul dalam Kesepakatan
rpuruan Tinggl Mitra.

yang diberikan kepada penerima

Beasiswa dan/atau Bantuan DBeasiswa dilalkukan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi.
|

iasal 12

Penerima Beasiswa daq;’abau Bantuan Beasiswa dapat

dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. menanggung sendirl sé'fga}a biaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 apabil
1.

g

tidak dapat memerIuhi batas minimal Indeks Prestasi
Kumulatifl (IPK) yaﬂg telah ditetapkan;

tidak dapat meny

tlesmkan pendidikan scsuai jangka

walktu yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi;

b. mengembalikan seluruh biaya vang telah diterima apabila

penerima

Beasiswa

dan/atau Bantuan Beasiswa

mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesalkan

studi (drop out) atas alajsan apapun.

Semua

BAB V

SUMBER DANA, SE‘ELEKSI DAN PENYALURAN DANA

jenis

Beasiswa

_Pasal 13

dan/atau Bantuan Beasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.




%asal 14

(1) Scleksi  terhadap calgn penerima Beasiswa dan/atau
Bantuan Beasiswa S1 bagi lulusan SMA/ MA/SMALB/SMK
dilakukan oleh Ff:rguru.iim Tinggi Mitra.

(2} Seleksi terhadap pmpo:sal permohonan Beasiswa dan/atau
Bantuan Beasiswa S2 dan/atau S3 bagi guru atau dosen
dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Gubernur
dan/atau oleh Pcrguruain Tinggi Mitra.

i Pasal 15

(1} Penyaluran Beasiswa CliH.I'l /atau Bantuan Beasiswa S1 bagi
mahasiswa yang sedan "' mengikuti pendidikan di Perguruan
Tinggl Mitra dilaku secara kolektif melalui transfer
langsung ke rekening perguruan tinggi mitra.

(2) Penyaluran Beasiswa Tdan;’ atau DBantuan Beasiswa 32
dan/atau S3 bagi guru dan/atau dosen dilakukan melalui
transfer langsung ke rekening mahasiswa  yang
bersangkutan dan/atau ke rekening perguruan tinggi mitra.

(3) Usulan penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakulzan
oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan
Keputusan Gubernur. |

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
'IPasal 16

(1) Dinas  Pendidikan  Provinsi ~ melakukan monitoring

pelaksanaan perkuliaﬁan penerima Beasiswa dan/atau

Bantuan Beasiswa. |

{2) Monitoring dilaku]cani untuk mengetahui  keberadaan,
lingkungan tempat ting!ga,‘l, dan perkembangan sosial, serta
kegiatan akademis per{:erima Beasiswa dan/atau Bantuan

|

(3) Monitering sebagaima |
(2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu]

Beasiswa.
dimaksud pada ayat (1) dan ayat

tahun. |
(4) Hasil monitoring dilaporkan kepada Gubernur melalul
Kepala Dinas Pendiciikaﬁin Provinsi.

fPasal 17
(1) Sebagal  bentuk akui'ltabilitas dalam penyelenggaraan
Beasiswa dan/atau Bahtuaﬂ Beasiswa kepada pihak-pihak

vang berkepentingan nf:liadakan evaluasi penyelenggaraan

clan evaluasi program. |
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(2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setiap
tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal & Mei 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 lei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2015 NOMOR 22



